
 

 
 
  

 
 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   371   TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG 

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH  

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang :  a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tertib administrasi 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021, perlu menyusun Standar 

Belanja Umum, Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan 

Pokok Kegiatan; 

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun 

Peraturan Bupati Bantul tentang Standarisasi Harga Barang 

dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati 

Bantul tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa 

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 44); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 

dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 

Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 35) 

sebagimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2015 Nomor 113); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri 

D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2019 Nomor 16); 

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 

Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 

130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 98); 

 

 

 

 

 

 



 

MEMUTUSKAN : 

 
 Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN 

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG STANDARISASI HARGA 

BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 

2021. 

 KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Bantul tentang 

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Bupati ini. 

 KEDUA : Tugas Tim Penyusun Peraturan Bupati Bantul tentang Standarisasi 

Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : 

a. melakukan survey harga barang/jasa secara sampling terhadap 

barang yang menjadi kebutuhan Perangkat Daerah; 

b. mengkompilasi dan menganalisa usulan jenis dan harga 

barang/jasa yang diperlukan oleh Perangkat Daerah; 

c. menyusun Standar Satuan Harga, Standar Belanja Umum, 

Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan 

d. mengelolah/menganalisis harga satuan barang jasa yang 

beredar dipasaran dengan mempertimbangkan nilai kewajaran. 

 KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Peraturan Bupati 

Bantul tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 11 Agustus 2020 

BUPATI BANTUL, 

ttd 

 

SUHARSONO 

 

 
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; 

6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul; 

7. Yang bersangkutan; 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  

NOMOR   371  TAHUN 2020 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN 

BUPATI BANTUL TENTANG STANDARISASI 

HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 

 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 

 

No Jabatan dalam 

Tim 
Jabatan dalam Dinas 

Nama 

1 Pembina Bupati Bantul  

2 Wakil Pembina Wakil Bupati Bantul  

3 Pengarah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bantul 

 

4 Koordinator: 1. Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan Setda. Kabupaten 

Bantul 

2. Asisten Pemerintahan Setda. 

Kabupaten Bantul 

3. Asisten Sumber Daya dan 

Kesejahteraan Rakyat Setda. 

Kabupaten Bantul  

4. Kepala Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Bantul 

5. Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bantul  

6. Kepala Inspektorat Daerah 

Kabupaten Bantul  

7. Kepala Bagian Organisasi Setda. 

Kabupaten Bantul 

 

5 Ketua Kepala Bagian Administrasi 

Pembangunan Setda. Kabupaten 

Bantul 

 

6 Sekretaris Kepala Subbag Pengendalian 

Kebijakan Pembangunan Bagian 

Administrasi Pembangunan Setda. 

Kabupaten Bantul 
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Anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kepala Sub Bagian Program 

Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bantul 

2. Pengawas Pemerintahan Madya 

Inspektorat Daerah Kabupaten 

Bantul 

3. Kepala Subbagian Program 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bantul 

4. Kepala Seksi Pengembangan 

Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan 

Umum,  Perumahan Dan 

Kawasan Pemukiman Kabupaten 

Bantul 

5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Bantul 

6. Kepala Subbagian Keuangan dan 

Aset Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bantul 

7. Kepala Subbagian Umum dan 

Kepegawaian Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Bantul 

8. Kepala Subbagian Program, 

Keuangan dan Aset Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bantul 

9. Kepala Seksi Pengembangan 

Aplikasi Informatika Dinas 

Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bantul 

10. Kepala Subbagian Dokumentasi 

Hukum Bagian Hukum Setda. 

Kabupaten Bantul 

11. Kepala Subbagian Program, 

Keuangan dan Aset Dinas 

Pertanian, Pangan, Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bantul 

 

 

 

 

R. YOHANES B. JONI P, S.H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwantoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Tim Teknis 1. Kepala Subbagian Analisis 

Kebijakan Pembangunan Bagian 

Administrasi Pembangunan 

Setda. Kabupaten Bantul 

2. Kepala Subbagian Administrasi 

dan Pelaporan Pembangunan 

Bagian Administrasi 

Pembangunan Setda. Kabupaten 

Bantul 

3. Unsur Bagian Administrasi 

Pembangunan Setda. Kabupaten 

Bantul 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Romi Armiyanto, A.Md 

2. M. Nurahman Aswa 

3. Paryati 

4. Ishandayani 

 

 
BUPATI BANTUL 

 

ttd 

SUHARSONO 


